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ABSTRAK 

Pada masa sekarang ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda 

perekonomian terus semakin meningkat. Disatu sisi ada kalangan masyarakat 

yang pendapatannya tinggi dan disisi lain ada kalangan masyarakat yang 

pendapatannya sangat rendah, sehingga mendapatkan kesulitan maupun kendala 

mencari modal untuk membuat usaha. Salah satu usaha untuk memenuhi 

kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa pembiayaan, yaitu suatu 

lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. 

Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi 

kebutuhan yang terus meningkat. Sehingga masyarakat harus melakukan 

perjanjian lebih dahulu dengan perusahaan pembiayaan tersebut. Hubungan 

hukum akan berjalan dengan lancar apabila masing-masing pihak mampu 

memenuhi kewajbannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tetapi 

sebagian masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, 

dan angsurannya, umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya. 

Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena 

pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsuran kreditnya.  

Dalam skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat 

Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan)” ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum terhadap 

pendapatan masyarakat dalam wanprestasi perjanjian kredit dan bagaimana solusi 

akibat hukum antara kedua belah pihak dalam wanprestasi pejanjian kredit. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

sosiologis atau penelitian survei,  atau teknik analisis data, dilakukan supaya 

peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan 

menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat di  

Pelalawan pada tahun 2020 tidak mempertimbangkan antara pendapatan dengan 

angsurannya, sehingga timbul lah suatu keadaan dimana debitur wanprestasi 

terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. 

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan akibat hukum 

bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan sejak 

kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi. Pada umumnya 

masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang paling banyak tidak 

memenuhi prestasinya, dengan begitu pihak perusahaan PT. BFI Finance memberi 

bunga yang telah ditentukan atas keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut, 

seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi. 

Suatu akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit pasti akan menimbulkan 

beragam macam solusi. Solusi tersebut berupa teguran, apabila tidak dihiraukan 

maka PT BFI Finance akan menyita barang jaminan masyarakat. 

 

Kata Kunci : Debitur, Kooperatif, Kredit, Litigasi, Negoisasi, Perjanjian, 

Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

At this time the need for funds to move the wheels of the economy 

continues to increase. On the one hand, there are people who have high incomes 

and on the other hand there are people whose incomes are very low, so they have 

difficulties and obstacles in finding capital to start a business. One of the efforts to 

meet these capital needs can be obtained from financing services, namely a 

financial institution whose main task is to market its services in the form of credit. 

Credit has become the people's choice as a way out to meet the ever-increasing 

needs. So the community must make an agreement in advance with the financing 

company. Legal relations will run smoothly if each party is able to fulfill its 

obligations in accordance with the stipulated time. However, some people do not 

consider the income, cost of living, and the installments, generally people prefer 

the cost of living. Thus causing a high rate of default on credit agreements because 

minimal income is not able to support the amount of credit installments. Default 

committed by one party has legal consequences for the other party, therefore it is 

very important to pay attention to when someone is said to be in default. 

In this thesis entitled "Legal Consequences of Community Income on 

Default in Credit Agreements (Study at PT. BFI Finance Tbk, Pelalawan Branch)" 

it discusses how the legal consequences on people's income in default of credit 

agreements and how the solution to legal consequences between the two parties in 

default credit agreement. 

The method used in this research is a type of sociological research or 

survey research, or data analysis technique, carried out so that researchers can 

directly observe what they learn and investigate the activities carried out in detail. 

Based on the results of this study, it can be seen that the people in 

Pelalawan in 2020 did not consider income and installments, so that a situation 

arose where the debtor defaulted on the credit agreement at PT. BFI Finance Tbk, 

Pelalawan Branch. Default committed by one party has legal consequences for the 

other party, therefore it is very important to pay attention to when someone is said 

to be in default. In general, it is people who work as traders who at most do not 

fulfill their achievements, so the company PT. BFI Finance pays a predetermined 

interest for the late payment of the installments, as stated in Article 1243 of the 

Civil Code Regarding Default. A legal consequence of a credit agreement default 

will certainly lead to various kinds of solutions. The solution is in the form of a 

warning, if it is ignored, PT BFI Finance will confiscate the public's collateral. 

 

Keywords : Debtor, Cooperative, Credit, Litigation, Negotiation, Agreement, 

Default. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda 

perekonomian terus semakin meningkat. Disatu sisi ada kalangan masyarakat 

yang pendapatannya tinggi dan disatu sisi yang lain ada kalangan masyarakat 

pendapatannya sangat rendah, sehingga terjadi kesulitan maupun kendala mencari 

modal untuk membuat usaha. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal 

tersebut dapat diperoleh dari jasa pembiayaan, yaitu suatu lembaga keuangan yang 

tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini perusahaan 

pembiayaan berfungsi sebagai penyediaan modal dan pengembangan usaha yang 

mudah dan cepat diproses. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama, 

sehingga setiap manusia saling membantu satu sama lainnya dalam melakukan 

suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Suatu perjanjian berawal dari 

suatu ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui cara negosiasi para 

pihak dapat menciptakan kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang 

diinginkan melalui proses tawar-menawar.
1
 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam 

Buku Ke- III KUH Perdata dengan judul Perikatan. Istilah “perikatan” 

mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “perjanjian”. Perikatan 

merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan 

___________________ 
1
 Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak 

Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm. 1 
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pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Pengaturan hukum perikatan 

mempunyai sistem terbuka (open system) artinya seseorang dapat mengadakan 

hak-hak perseorangan (personlijk recht) yang lain, selain yang telah di atur 

dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut, maka setiap orang 

bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat 

menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum di atur dalam undang-

undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah 

disebutkan dalam undang-undang, dimana setiap orang dapat mengadakan hak-

hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum (Peraturan Perundang-undangan), ketertiban 

umum, kepatutan dan kesusilaan.
2
 

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pada pasal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang 

menimbulkan perikatan (verbintenisscheppende overeenkomst) atau perjanjian 

yang obligatoir.
3
 Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) 

syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang 

mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 

Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal. 

___________________ 
2
 Ficky Nento, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jua Beli Barang Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Perdata, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016. 
3
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338. 
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Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan 

diantara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya 

diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak tersebut. Sehingga dengan 

adanya perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya ditangani 

dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak. Apalagi dalam 

pembuatan perjanjian kredit, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Landasan 

prinsip kemitraan pada pembuatan perjanjian kredit tidak hanya berkaitan pada 

asas itikad baik, tetapi juga karena bagi kreditur, debitur sesungguhnya sebagai 

mitra usaha kreditur. Debitur tidak dapat mengembangkan usahanya tanpa 

kreditur dan sebaliknya juga kreditur tidak dapat mengembangkan usahanya tanpa 

debitur. Dengan adanya prinsip kemitraan antara kreditur dan debitur maka dalam 

perjanjian diantara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya.
4
 

Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi 

kebutuhan yang terus meningkat, terutama kalangan masyarakat yang 

pendapatannya menengah kebawah. Karena pendapatan yang tidak mencukupi, 

menyebabkan kredit bermasalah cenderung meningkat.
 

Adapun pengertian 

kredit bahwa “Istilah kredit berasal dari bahasa latin , credo, yang berarti I 

believe, I trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”.
5
  

Menurut Kasmir: “Kredit berasal dari bahasa yunani Credere yang 

berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin Creditum yang berarti kepercayaan 

akan kebenaran. Sedangkan menurut Mulyono ”Kredit adalah penyerahan uang 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

___________________ 
4
 Mohamad Nur Muliatno Abbas, Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian 

Kredit Bank, Gorontalo Law Review, Vol.3/No.2 Oktober 2020. 
5
 Rivai, Veithzal dan Andria peramata Veitzhal, Kredit manajemen hand book, (Jakarta :PT. raja 

Grafindo Persada, 2013),  hlm. 197. 

https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/issue/view/95
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pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu  dengan bunga 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.
6
  

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 

11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) 

yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. 

Hubungan hukum akan berjalan dengan lancar apabila masing-masing 

pihak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang 

telah ditetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan, berdasarkan hasil survei 

yang dilakukan peneliti di Kabupaten Pelalawan banyak masyarakat yang 

melakukan pembiayaan kredit di Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan dan banyak pula masyarakat yang lalai terhadap tanggung jawab 

kreditnya. Kelalaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah 

satunya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Pelalawan.  

Berdasarkan hasil penelitian pada Tahun 2020 pekerjaan masyarakat 

terbanyak yaitu sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kali lima didefinisikan 

sebagai suatu kelompok orang yang menawarkan jasa untuk dipasarkan ke ruang 

publik, terutama dipinggir jalan. Berbagai ragam usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam bentuk usaha-usaha kecil kaki lima, sehingga dapat membantu 

meningkatkan pendapatan untuk memenuhi biaya hidupnya. Tetapi sebagian 

___________________ 
6
 Teguh Pudjo Mulyono, Analisa Laporan keuangan untuk perbankan. (Jakarta : djambatan 

,2002), hlm. 12. 
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masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, dan 

angsurannya. Umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya. 

Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena 

pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya.  

Maka dari itu pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan harus 

menciptakan berbagai upaya dan mengambil tindakan untuk menekan risiko 

munculnya kredit bermasalah. Pihak perusahaan juga perlu melakukan 

pengawasan untuk menilai kelayakan usaha dari masyarakat. Penghindaran 

kredit bermasalah harus dilakukan supaya tidak merugikan pihak perusahaan, 

sebab pendapatan terbesar pada perusahaan didapat dari kegiatan penyaluran 

kredit.
 

Pilihan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan atau perusahaan 

seperti PT. BFI Finance Tbk Cabang Pelalawan biasanya terjadi dikarenakan 

adanya tawaran-tawaran yang menarik. Seperti suku bunga yang kecil yang 

kelihatannya menguntungkan atau hadiah-hadiah yang sering diminati seluruh 

masyarakat. Dengan alasan itulah pihak perusahaan melakukan segala upaya 

untuk menarik perhatian masyarakat. 

Syarat-syarat yang diperlukan dalam kredit/pembiayaan konsumen 

antara lain dibagi ke dalam persyaratan bagi konsumen  individu  dan  

persyaratan  bagi  konsumen perusahaan, yakni sebagai berikut :  

(1) Konsumen Individu 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/ isteri calon konsumen).  

c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 

d. Pas foto 

e. Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/ karyawan. 
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(2)   Konsumen Perusahaan   

a.  Anggaran Dasar perusahaan beserta  semua perubahan dan 

tambahannya. 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk 

menanda tangani perjanjian. 

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

d.   Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). 

      e.   Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

      f.   Bank Statemen.
7
 

 

Perjanjian kredit menjelaskan bahwa peralihan hak kepemilikan barang 

terjadi pada saat dilakukan pelunasan harga barang sebelum berakhirnya waktu 

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Selama barang belum selesai 

masa kreditnya, maka barang yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda 

motor tetap berstatus barang sewa, walaupun semua surat-surat dan Bukti 

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mengatas namakan si debitur, 

sehingga status debitur adalah penyewa. Tetapi dalam perjanjian disebutkan 

juga apabila lunasnya pembayaran angsuran seluruhnya, maka akan menjadi 

pemilik sepenuhnya. 

Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan 

keluarga dalam mengelola pendapatannya. Selain itu, pengalaman kerja 

seseorang juga mempengaruhi pendapatan tersebut, semakin bagus pengalaman 

kerja seseorang maka pendapatannya pun juga akan meningkat. Usaha untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara 

pemberantasan kemiskinan yaitu memupuk masyarakat dengan cara 

pemenuhan modal kerja. ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang 

___________________ 
7
 Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, Uir Law Review, 

Vol.2/No.2/Oktober 2018. 
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diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud 

dengan baik. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk 

memperbesar pendapatan, anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari 

sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatan 

bertambah”.
8
 Hal ini mengakibatkan campur aduk dengan penerapan hukum, 

diantaranya permasalahan wanprestasi yang patut diselesaikan melalui metode 

hukum perjanjian mulai dialihkan melalui penyelesaian metode hukum 

kepailitan, karena pada dasarnya wanprestasi dianggap sebagai utang dalam 

hukum kepailitan.  

Wanprestasi berarti tidak berjalannya suatu perjanjian akibat kesalahan 

dari pihak debitur dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut: 

1. Berprestasi tapi tidak dapat diperbaiki atau tidak berprestasi sama sekali; 

2. Terlambat memenuhi prestasi; 

3. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak diperbolekan untuk 

dilakukan; 

4. Terlambat memenuhi prestasi. 
9
 

Jaminan pokok utama dalam melakukan kredit di PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan ialah suatu kepercayaan dari perusahaan kepada masyarakat 

bahwa masyarakat bisa bertanggung jawab atas utang-utangnya. Sedangkan 

jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan ialah suatu barang yang dibeli 

dengan dana tersebut. Seperti kendaraan bermotor, maka kendaraan motor 

tersebut dijadikan jaminan pokoknya. Berbanding terbalik dengan jaminan 

tambahan, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa 

pengakuan utang dan asuransi. 

___________________ 
8
 Sudarman Toweulu, Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), hlm. 3. 

9
 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009), hlm. 42 
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Apabila debitur yang melakukan kredit tidak bisa memenuhi prestasi 

tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pengertian 

wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur karena kesalahannya tidak 

memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak 

tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut sepatutnya. Maka seorang 

debitur berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur dalam melakukan 

pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Seorang  debitur  

baru  dikatakan  wanprestasi  apabila  ia  telah diberikan somasi oleh kreditur 

atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh 

kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diterapkan, maka kreditur berhak 

membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan 

memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. 

Berbeda dengan perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan, apabila masyarakat yang melakukan perjanjian tidak bisa memenuhi 

prestasi tersebut maka penyelesaian tersebut diselesaikan di luar lembaga 

peradilan  dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan masyarakat, karena   

masyarakat   yang   melakukan   wanprestasi dianggap cukup  kooperatif  dalam  

menyelesaikan  permasalahannya  walaupun  ada  saja beberapa masyarakat  

yang memiliki itikad yang tidak baik. Kooperatif merupakan salah satu sifat yang 

menunjukkan untuk mau bekerja sama dengan orang lain, saling berbagi, saling 

membantu satu sama lain tanpa adanya rasa mengeluh ataupun berdebat yang 

menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. 

Wanprestasi  yang sering terjadi dalam perjanjian kredit dilakukan 

berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. Penanganan tersebut 
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misalnya penyelesaian secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda 

motor yang dijadikan barang jaminan. Kesalahan sering terjadi dikarenakan 

kelalaian dan juga kesengajaan. Kelalaian itu terjadi apabila debitur tidak 

menghendaki tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan 

terjadi, sedangkan kesengajaan terjadi apabila perbuatan debitur memang 

diketahui dan dikehendaki (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan kajian serta memberikan gambaran yang sebenarnya menyangkut 

keadaan mengenai akibat hukum, pendapatan masyarakat yang menyebabkan 

wanprestasi, dan perjanjian kredit. Sehingga untuk itu penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul: “Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap 

Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pendapatan masyarakat dalam 

wanprestasi perjanjian kredit ? 

2. Bagaimana solusi akibat hukum antara kedua belah pihak dalam 

wanprestasi perjanjian kredit ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum 

pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit. 

b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana solusi dari akibat hukum 

antara kedua belah pihak dalam wanprestasi perjanjian kredit. 

2. Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk memperluas 

wawasan mengenai hukum keperdataan dalam hal penyelesaian 

wanprestasi dalam perjanjian kredit. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan sebagai 

referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan dapat dijadikan 

acuan untuk seluruh pembaca ataupun peneliti selanjutnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan 

dan acuan. Selain itu, untuk menghindari dari kesamaan atau plagiarisme dari 

penelitian  ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut:  

Pertama, skripsi Ayu Pricilya tahun 2018 Fakultas Hukum, Universitas 

Jember yang berjudul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian 

Kredit Usaha Mikro”.  

Penelitian oleh Ayu Pricilya bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah 
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memenuhi prinsip keseimbangan. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami akibat hukum serta solusi dalam wanprestasi 

perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan terhadap pendapatan 

masyarakat Kabupaten Pelalawan.  

Penelitian oleh Ayu Pricilya menggunakan metode penelitian hukum 

normatif yaitu permasalahan yang diangkat, di bahas dan diuraikan di dalam 

penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma 

dalam hukum positif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode 

penelitian hukum sosiologis atau penelitian survei,  atau teknik analisis data, 

dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka 

pelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail.  Sedangkan dilihat 

dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskripstif analitis. 

Penelitian oleh Ayu Pricilya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis 

dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara 

data dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau pendapat para ahli 

hukum. Sedangkan penelitian penulis dianalisis secara deskriptif, yaitu data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-

angka, hasil penelitian tertulis berisi wawancara, catatan lapangan, dokumen-

dokumen, foto dan dokumentasi resmi lainnya. 

Kedua, skripsi Yolanda Mawar Saron Chrismashari tahun 2021 Fakultas 

Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul  “Analisis Yuridis 

Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Wanprestasi Oleh Nasabah PT. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi 

Putusan Perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2019/PN.MDN)”. 
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Penelitian oleh Yolanda Mawar Saron Chrismashari bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami  alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan bagi 

hakim dalam  memutuskan  putusan  dalam  perkara  ini  dan  bagaimana  akibat 

hukum bagi para    pihak    atas    putusan    perkara    perdata    Nomor 

176/Pdt.G/2019/PN.MDN  Tentang  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Kredit 

Perbankan. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami akibat hukum serta solusi dalam wanprestasi perjanjian kredit di PT. 

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten 

Pelalawan. 

Penelitian oleh Yolanda Mawar Saron Chrismashari menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian 

lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, dimana dalam 

penelitian hukum   normatif   bahan   pustaka   merupakan   data   dasar   yang   

dalam penelitian  digolongkan  sebagai  data  sekunder. Dan penelitian empiris 

atau sosiologis adalah penelitian data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat mengenai prilaku masyarakatnya. Sedangkan penelitian penulis 

menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian survei,  atau 

teknik analisis data, dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa 

yang mereka pelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail.  

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskripstif analitis. 

Penelitian Yolanda Mawar Saron Chrismashari dianalisis secara kualitatif, 

yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian 

membandingkan antara data dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

atau pendapat para ahli hukum. Sedangkan penelitian penulis dianalisis secara 
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deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau 

gambar daripada angka-angka, hasil penelitian tertulis berisi wawancara, catatan 

lapangan, dokumen-dokumen, foto dan dokumentasi resmi lainnya. 

2. Tinjauan Tentang Perikatan 

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari akan selalu melakukan 

perikatan. Seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual beli barang yang 

semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam 

Buku III KUH Perdata. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam 

lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing 

memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat 

hukum dari timbulnya perikatan.  

Didalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang 

bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang 

diatur dengan undang-undang atau tidak inilah yang disebut dengan kebebasan 

berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar 

hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam perikatan 

ada perikatan untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang 

dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan 

yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan 

perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak 

melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.
10

 

Berbicara Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan 

___________________ 
10

 Wilopo Cahyo Figur Satrio dkk, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual beli 

Berbasis Syariah, NOTARIUS, Vol. 13/No. 1 (2020). 
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bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, 

ataupun karena ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara 

dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang 

melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. 

dapat dilihat bahwa perikatan mengandung 4 unsur, yaitu :
11

 

1. Hubungan hukum; merupakan hubungan yang terhadapnya hukum 

melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak 

lainnya.  

2. Kekayaan; yang dimaksud dengan kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran 

yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum 

itu dapat disebut suatu perikatan. Untuk menentukan apakah suatu hubungan itu 

merupakan perikatan, sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, 

akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan 

hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.
 

3. Pihak-pihak atau subjek perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi 

antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif 

adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib 

memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.  

4. Prestasi atau kontra prestasi (tergantung dari sudut pandang pelaksanaan 

prestasi tersebut); merupakan macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan 

___________________ 
11

 Ibid., hal. 1 
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menurut Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dibedakan atas memberikan sesuatu, 

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 

3. Tinjauan Tentang Perjanjian 

Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih. Hal ini menyatakan bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban diantara  para  pihak  yang  membuatnya. Didalam 

setiap  perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus  

dilaksanakan  dengan itikad baik,  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal 

1338  ayat  (3)  KUH Perdata yang dinyatakan bahwa  semua  perjanjian  harus 

dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian 

berarti kejujuran.  Orang  yang  beritikad  baik  menaruh  kepercayaan  

sepenuhnya  kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak 

menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan 

kesulitan-kesulitan. 

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban 

diharapkan dapat berlangsung dengan baik, jujur dan proporsional sesuai 

kesepakataan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik 

berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan 

antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan 

atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang 

hendak dicapai. 
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Didalam perjanjian kredit tertuang semua kewajiban antara debitur dan 

kreditur. Salah satu klausul didalam perjanjian tersebut adalah klausul tentang 

adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan debitur, seperti debitur tidak lagi 

membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Maka 

berdasarkan perjanjian kredit tersebut benda tersebut dilelang kemudian hasil 

penjualan lelang separuhnya dibagikan kepada debitur dan separuhnya lagi 

dikembalikan kepada kreditur berdasarkan jumlah utang dan piutang, hal ini telah 

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan. 
12

 

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam 

perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam 

perjanjian kredit tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian 

sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian 

pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian 

kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian 

kredit. Namun dalam kenyataannya tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan 

baik, karena pada suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit 

melakukan wanprestasi sehingga pihak perusahaan mengalami kesulitan untuk 

meminta angsuran pengembalian kredit tersebut. Timbulnya wanprestasi 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan 

usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya mengakibatkan 

debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah 

ditentukan. Terjadinya wanprestasi memang karena faktor-faktor dari pribadi 

___________________ 
12

 Rosyidi Hamzah, Penerapan Asas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit 

Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia, Vol. 3/No. 2, Juni 2020: Hlm. 5. 
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manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah 

diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. 
13

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu fenomena yang 

mana seseorang berjanji untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain, 

perjanjian tersebut memuat janji-janji yang sebelumnya disetujui antara kedua 

belah pihak, baik berupa hak maupun kewajiban. Didalam hukum kontrak (Law 

Of Contract) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : 

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu pihak atau lebih 

dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataanya, karena kehendak 

itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kehendak atau keinginan yang 

disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karenanya 

tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu 

perjanjian menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-

perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang 

dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa 

yaitu pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran. 
14

 

Ada  5 (lima)  cara  terjadinya  persesuaian  pernyataan kehendak, yaitu dengan : 

a.  Bahasa yang sempurna dan tertulis; 

b.  Bahasa yang sempurna secara lisan; 

c.  Bahasa  yang tidak  sempurna asal  dapat  diterima  oleh  pihak lain; 

d.  Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain;  

___________________ 
13

 Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank 

BRI KCP Jombang Kota, Jurnal Privat Law Vol. VII/No 1 Januari - Juni 2019. 
14

 Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 

76. 
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e.  Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak 

lainnya.
15

 

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu 

dengan bahasa  yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan 

perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian 

hari. Mengenai terjadinya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian terdapat empat 

teori, yaitu:
16

 

a. Teori Pernyataan (uitingsheorie), suatu kesepakatan yang terjadi pada saat pihak 

yang menerima penawaran itu menulis surat jawaban yang menyatakan bahwa 

ia menerima penawaran itu.  

b. Teori Pengiriman (verzendtheorie), suatu kesepakatan yang terjadi apabila pihak 

yang menerima penawaran mengirimkan telegram, surat, atau telex. Menurut 

teori ini tanggal cap pos pada saat pengiriman jawaban penerimaan dipakai 

sebagai pegangan kapan saat lahirnya perjanjian.  

c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), suatu kesepakatan yang terjadi apabila 

pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan 

itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).  

d. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), suatu kesepakatan yang terjadi saat pihak 

yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. 

 

Kesepakatan  merupakan  syarat  subjektif  dari  suatu  perjanjian.  

KUH Perdata tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu sepakat, tetapi 

hanya menjelaskan tentang kondisi yang menyebabkan tidak adanya kata sepakat 

dari para  pihak  yang  membuatnya.  KUH Perdata,  menyebutkan  beberapa  

jenis keadaan   yang  dapat   menyebabkan  suatu  perjanjian  terjadi  cacat  

sehingga terancam kebatalannya, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 

1328 KUH Perdata. 

___________________ 
15

 https://konsultasiskripsi.com/2022/01/30/syarat-sahnya-perjanjian-skripsi-dan-tesis-7/ diakses 

30 Januari 2022 
16

 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bandung, 1987. hlm 57. 

https://konsultasiskripsi.com/2022/01/30/syarat-sahnya-perjanjian-skripsi-dan-tesis-7/
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2. Kecakapan Bertindak 

Pasal 1329 BW dinyatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. 

Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh 

anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua 

orang pada asasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan 

lain. 

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah 

menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum 

menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :  

a.  Anak dibawah umur; 

b.  Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan 

c.   Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada 

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 

perjanjian-perjanjian tertentu. 17
 

Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap 

hukum diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1446 KUH Perdata.  

3. Adanya Objek Perjanjian  

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak 

kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :  

a.  Memberikan sesuatu;  

___________________ 
17

 Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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b.  Berbuat sesuatu; dan 

c.  tidak berbuat sesuatu.
18

 

Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata  yang mengatur tentang objek 

perjanjian : 

1)  Pasal 1332 KUH Perdata dinyatakan “Hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan”.  

2)  Pasal   1333   KUH   Perdata   dinyatakan   “Suatu   persetujuan   harus 

mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja 

jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 

3)  Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan “Barang yang baru akan ada 

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”. 

4. Adanya Kausa Yang Halal 

Hoge Raad mengartikan orzaak (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi 

tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi 

perjanjian tersebut tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan 

kesusilaan.
19

 

 

___________________ 
18

 http://repository.unpas.ac.id/46348/6/BAB%20II.pdf, diakses Tahun 2019.
18

 
19

 Martha Eri Safira, di Indonesia Hukum Ekonomi, 88. 

http://repository.unpas.ac.id/46348/6/BAB%20II.pdf
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beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang, 

yaitu : 

a.  Pasal 1335 KUH Perdata dinyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu 

telah dibuat karena suatu sebab  yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan”. 

b.  Pasal  1337  KUH  Perdata  dinyatakan  “Pasal  ini  pada  dasarnya  hanya 

mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan 

perjanjian,  yaitu  mengenai  sebab  yang  halal  dimana  apabila  suatu 

perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum,  maka perjanjian  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  yang 

lazim disebut batal demi hukum”. 

Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam 

membuat suatu perjanjian : 

1) Asas Konsesualisme 

Asas konsensualisme terkandung didalam Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata, yang dinyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan 

diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak.
20

 

2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)  

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas pacta sunt 

servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. 

Asas pacta sunt servanda termuat dalan Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata yang dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

___________________ 
20

 Ridwan Khirandy, Op.Cit., hlm. 27. 
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-

undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. 

3) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang 

sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum 

tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam 

hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak 

merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur 

Buku III KUH Perdata.
21

 

4) Kausa Hukum yang Halal 

diatur di dalam Bab XII Buku III KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH 

Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu :  

1.   Pembayaran  

2.   Penawaran tunai disertai dengan penitipan  

3.   Pembaharuan hutang  

4.   Perjumpaan hutang 

5.   Percampuran hutang  

6.   Pembebasan hutang  

7.   Musnahnya benda yang terhutang 

8.   Kebatalan/pembatalan 

9.   Berlakunya syarat batal  

10.  Kadaluarsa atau lewat waktu. 

___________________ 
21

 Ridwan Khirandy, Op.Cit., hlm. 86. 
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Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) Pasal 1313, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan 

yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan 

overeekomst dalam bahasa Belanda. Kata overeekomst tersebut lazim 

diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 

KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Perjanjian adalah 

perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat 

hukum. Hal itu sependapat pula dengan  Sudikno, “perjanjian merupakan 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk 

menimbulkan suatu akibat hukum”. Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum 

dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan 

sebagai berikut :  

a.  Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena 

jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.  

b.  Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, 

sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang- 

undang yang mengaturnya.  

c.  Unsur aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika   

para pihak memperjanjikannya. 
22

 

Gatot Supramono dinyatakan bahwa “perjanjian kredit merupakan 

perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena 

didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek 

___________________ 
22

 Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertaiment Berbasis Nilai Keadilan, 

Jurnal Unissula, Vol. 4/No. 1 Januari-April 2017. 
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perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara 

khusus diatur oleh undang-undang”.
23

  

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang 

mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup 

dua pihak yaitu pihak kreditur yang merupakan orang atau badan yang memiliki 

uang, barang, maupun jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain 

(pemberi kredit) dan debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan atau 

meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit). 

4. Tinjauan Tentang Wanprestasi 

Suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi 

prestasi yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam 

perjanjian disebut wanprestasi. Mengenai wanprestasi sendiri terlebih dahulu 

harus dinyatakan secara resmi, yaitu  misalnya  dengan memperingatkan kepada 

pihak deditur bahwa pihak kreditur menginginkan pembayaran seketika atau 

dalam jangka waktu singkat. Jadi debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia 

tidak melakukan prestasi dan telah di tegur.
24

 

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama 

sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, 

terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang 

untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang 

sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, 

adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, 

___________________ 
23

 Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society 

Studies, Jember, 2006, hlm. 106 
24

 Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat 

Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law 

Review, hlm. 44. 

https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/issue/view/268
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peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di 

bawa ke pengadilan).  

Wanprestasi adalah suatu istilah yang mengarah pada ketidalaksanaan 

prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan 

dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, 

maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari 

tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan 

perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan 

perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. 

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang dinyatakan 

bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya 

suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur telah dinyatakan lalai untuk 

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan 

hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang melampaui batas waktu 

yang telah ditentukan”. 

Terdapat pasal-pasal wanprestasi lainnya diantaranya: 

1. Pasal 1243 BW mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita 

oleh salah satu pihak; 

2. Pasal 1267 BW pemutusan ontrak perjanjian bersamaan dengan 

pembayaran ganti kerugian; 

3. Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan risiko sejak 

wanprestasi; 
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4. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungan biaya perkara di 

pengadilan.
25

 

Mengenai  pengertian  dari  wanprestasi,  menurut  Ahmad  Miru wanprestasi 

itu dapat berupa perbuatan : 

  1.  Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

2.  Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 

3.  Terlambat memenuhi prestasi; 

4.  Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
26

 

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat berupa: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak 

memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama 

sekali; 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi 

prestasi tetapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat 

diperbaiki lagi maka dapat dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama 

sekali;  

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur dapat 

diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi 

tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 
27

 

___________________ 
25

 https://www.rumah.com/diakses Tanggal 25 April 2021 
26

 Ahmadi Miru, Op, Cit, hlm. 74 

https://www.rumah.com/
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Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi 

terjadi dikarenakan terdapat 2 (dua) faktor yaitu:
 

a. Keadaan memaksa (overmach/force mejeur); 

b. Karena kesalahan debitur, baik karena kelalaian maupun 

kesengajaan.
28

 

Mengingat wanprestasi hanya dapat dijumpai dalam hukum perjanjian, 

maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui prinsip hukum 

perjanjian itu sendiri, sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-

mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga 

disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih 

dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat 

timbal balik. Munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi 

maupun perbuatan yang melawan hukum dan sengketa tersebut akan terjadi 

apabila adanya kerugian-kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak dan 

pihak lainnya yang menimbulkan kerugian itu tersebut. 

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Seorang 

debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh 

kreditur ataupun juru sita. Somasi biasanya diberikan minimal sebanyak tiga kali 

oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tersebut tidak dijalankan dengan baik, 

maka kreditur mempunyai kuasa untuk membawa persoalan itu ke pengadilan. 

Dan pengadilan lah yang berhak memutuskan perkara tersebut, apakah perkara 

tersebut dapat dikatakan wanprestasi atau tidak. 

                                                                                                                                                               
27

 A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian,  (Yogyakarta: Liberty, 1985), 

hlm. 26 
28

 Syantica. S, Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020 



28 
  

Ada empat akibat adanya wanprestasi, antara lain: 

1. Perikatan tetap ada 

Kreditur dapat menuntut debitur dalam pelaksanaan prestasi apabila ia 

terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak untuk 

menuntut ganti-rugi akibat keterlambat melakukan prestasinya 

2. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu terjadi 

setelah debitur wanprestasi. Kecuali apabila ada kesalahan besar atau 

ketersengajaan dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak 

dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa 

3. Debitur harus membayar kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 KUH 

Perdata) 

4. Jika perikatan terjadi dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 

melepaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan 

menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.
29

 

Kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian harus dinyatakan 

terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang 

lalai, bahwa debitur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak kreditur. 

Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk 

tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara 

lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya 

___________________ 
29

 ibid., hlm. 180-181. 
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terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan 

pernyataan lalai.
30

 

E. Konsep Operasional 

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah tafsir 

dari istilah terhadap judul ini, maka penulis akan memberikan batasan-batasan 

yang berhubungan dengan judul yang dimaksud. 

Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh 

hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan 

yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
31

 

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek 

ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan 

dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan   pendapatan dari 

kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.
32

 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama.
33

 

Perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum mengenai harta benda antara 

dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak 

melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.
34

 

___________________ 
30

 Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli 

Online, DIMENSI, VOL. 9/No. 1 : 87-98 MARET 2020 
31

 Soeroso, R., SH., Op-Cit, hlm 295. 
32

 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 47. 
33

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Akses Baru, 1979), hlm. 157. 
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Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
35

 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dengan debitur.
36

 

PT. BFI Finance adalah perusahaan penyediaan jasa pembiayaan yang 

ternama di Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang akurat 

dan sistematis, pada perihal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut:  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Dari sudut pandang penelitian yang penulis gunakan ini termasuk jenis 

penelitian sosiologis atau penelitian survei,  atau teknik analisis data, dilakukan 

agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan 

                                                                                                                                                               
34

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hlm. 9. 
35

 Achmad Chosyali, Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit 

Bermasalah, Law Reform, Vol. 15/No. 1, Tahun 2019. 
36

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) hlm. 180. 
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menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail.
37

 Sedangkan dilihat dari 

sifatnya, penelitian ini bersifat deskripstif analitis.
38

 

b. Sifat penelitian 

Dari sudut pandang penelitian yang penulis gunakan ini termasuk sifat 

penelitian deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis 

sehingga mudah dimengerti dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini untuk 

memberikan gambaran dan menulis fakta mengenai Akibat Hukum Pendapatan 

Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Kerinci, tepatnya Kabupaten Pelalawan. 

3. Populasi dan Responden 

Populasi adalah keseluruhan objek dalam sebuah penelitian, baik manusia, 

gejala, sikap, benda, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. 

Sedangkan responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden 

dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam 

penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Daftar Populasi dan Responden 

No. Populasi Jumlah Keterangan 

1. Masyarakat 20 Sensus 

___________________ 
37

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2008), hlm. 295. 
38

 Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Jakarta: UIR Press, 2014), hlm. 12. 



32 
  

2. Head PT. BFI Finance 2 Sensus 

Jumlah 22 22 

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Responden didalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan 

langsung dengan penulis, yang terdiri dari 20 Masyarakat dan 2 Head PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan. 

20 masyarakat Kabupaten Pelalawan yang dijadikan responden memiliki 

pekerjaan yang beraneka ragam, yaitu terdapat 11 orang bekerja sebagai 

pedagang, 6 orang bekerja sebagai buruh, 2 orang bekerja sebagai wiraswasta dan 

1 orang bekerja sebagai PNS. Sedangkan 2 head PT. BFI Finance yang dijadikan 

responden memiliki jabatan di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan sebagai 

Branch Manager dan Branch Operation & Service Head.  

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari dua sumber data yaitu: 

 

 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui 

responden atau sampel dengan menggunakan alat pengumpul data dari masyarakat 

Kabupaten Pelalawan dan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan maupun 

literatur panduan yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas, berupa: 

hasil penelitian, kamus, internet, Peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku 

hukum yang berhubungan dengan judul yang dimaksud. 

 

5. Alat Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara: 

a. Wawancara 

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab yang 

telah disiapkan sebelumnya oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung 

dari responden. Responden dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten 

Pelalawan yang melakukan kredit dan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan.  

b. Kuesioner 

Yaitu data yang telah diperoleh penulis dengan memberikan daftar 

pertanyaan atau angket kepada responden. Responden dari penelitian ini adalah 

masyarakat Kabupaten Pelalawan yang melakukan kredit dan Head PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan mekanisme menyusun data serta mengurutkan 

data berdasarkan pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang didapat baik dari 
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kepustakaan maupun lapangan diteliti dengan metode analisis kualitatif, yaitu data 

yang didapatkan akan digambarkan sesuai fakta dan telah dianalisis berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

7. Metode Penarikan Kesimpulan 

Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan suatu keadaan yang 

sebenarnya serta dinterprestasikan dengan cara menghubungkan dengan pendapat 

para ahli dan teori-teori serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul 

yang dimaksud. Dan selanjutnya penulis menggunakan metode penarik 

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan 

dari hal-hal yang bersifat dari khusus ke umum.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 

1. Definisi Wanprestasi 

___________________ 
39

 Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, UIR Pres, 2017, hlm. 14.
39
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Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih 

dahulu kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu 

yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut 

Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa: 

a. Memberi sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu; 

c. Tidak berbuat sesuatu. 

Prestasi dari perikatan harus memenuhi beberapa syarat: 

a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, 

kesusilaan, dan undang-undang; 

b. Harus tertentu atau dapat ditentukan; 

c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia. 
40

 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya 

tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-

pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu 

perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut 

Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak 

menepati kewajibannya dalam perjanjian.
41

 

Pengertian umum mengenai wanprestasi adalah suatu keadaan dimana 

pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan 

kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Mengenai 

wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu  

___________________ 
40

 Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009. 
41

 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60. 
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misalnya  dengan memperingatkan kepada pihak deditur bahwa pihak kreditur 

menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi 

debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah 

di tegur.
42

 

Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya 

atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.  

Menurut Wirjono  Prodjodikoro mengatakan bahwa” wanprestasi adalah 

ketiadaaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus 

dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”. Barangkali dalam bahasa 

Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan 

pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Sedangkan menurut Mariam Darus 

Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak 

melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera 

janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak 

melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”.
43

 

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi adalah “penggantian 

biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, 

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, 

hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
44

 

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. 

Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingerbrekestelling. Somasi diatur 

dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pada umumnya 

mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur 

dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, 

___________________ 
42

 Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat 

Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law 

Review, hlm. 44. 
43

 R. Subekti, op.cit, hlm. 59. 
44

 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12 

https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/issue/view/268
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wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah 

melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. 

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang 

waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau 

menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan 

somasi.
45

 

Seorang  debitur  baru  dikatakan  wanprestasi  apabila  ia  telah diberikan 

somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 

tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak di indahkannya, 

maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan lah 

yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. 

2. Akibat Hukum yang timbul dari Wanprestasi 

Dalam hukum perjanjian dijelaskan bahwa apabila debitur tidak 

melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan bahwa debitur telah 

melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau ingkar janji, apabila debitur melakukan 

atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah 

mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak 

dilakukan dengan tepat sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan 

wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:
46

 

a. Menuntut pemenuhan perikatan; 

b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat 

timbal-balik, menurut pembatalan perikatan; 

___________________ 
45

 Salim H.S., op.cit, hlm. 98. 
46

 Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009. 
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c. Menuntut ganti-rugi; 

d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti-rugi; 

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. 

 

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena 

keadaan memaksa (Force Majour). Keadaan memaksa (Force Majour) yaitu 

salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk 

mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUH Perdata).  Menurut 

undang-undang ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan 

memaksa, yaitu: 

a. Tidak memenuhi prestasi; 

b. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur; 

c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada debitur. 

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: 

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan 

bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau 

tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah 

ada pada pihaknya”. 

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi 

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi 

akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan 

melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-

pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya  yang  sudah  
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dituangkan  dalam  perjanjian,  maka  menurut hukum ia dapat dimintakan 

tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian 

karenanya.
47

 

Penggantian   kerugian   dapat   dituntut   menurut   undang-undang 

berupa   “kosten,   schaden   en   interessen”   diatur   dalam   Pasal   1243 KUH 

Perdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantikan itu, tidak 

hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau 

kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi 

juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat 

seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus 

diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari 

wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan 

kerugian yang diderita.
48

 

KUH Perdata  memperincikan  kerugian  (yang  harus  diganti)  dalam  3 

(tiga) komponen sebagai berikut: 

a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata- 

nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak; 

b. Rugi (schaden)  adalah  kerugian  karena  kerusakan  barang-barang 

kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur; 

c. Bunga   (interesten)    adalah    kerugian    yang    berupa kehilangan 

keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. 

___________________ 
47

 Munir Fuady, op.cit, hlm. 223. 
48
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Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu 

perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam, antara lain pemberian ganti 

rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, 

pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa 

ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam 

literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa macam ganti rugi atas 

terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:
49

 

a.  Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan 

ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian merupakan suatu model ganti rugi 

karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis 

dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, 

walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi; 

b. Ganti rugi ekspektasi merupakan suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya 

keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian 

tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena 

wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai 

keuntungan yang akan didapatkannya; 

c. Pergantian biaya merupakan ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh 

biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak 

lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena 

perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan 

melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi; 

d. Restitusi merupakan suatu model ganti rugi yang juga menempatkan 

perjanjian pada posisi seolah-olah sama  sekali  tidak  terjadi  perjanjian.  Akan  

tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai 

tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau 

kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainya. Nilai tambah yang 

dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai 

akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan 

dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi; 

e.  Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan 

model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan 

dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari 

nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak 

dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah diguanakan 

untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, 

___________________ 
49

 Ibid, hlm. 224. 
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yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus 

dikembalikan; 

f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adlah kewajiban 

melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

1) Definisi Perjanjian 

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat 

ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan 

kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.
50

 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian 

merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah 

perjanjian yang menimbulkan perikatan (verbintenisscheppende overeenkomst) 

atau perjanjian yang obligatoir.
51

 

Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang 

lebih lengkap, diantaranya : 

1. Menurut Subekti; “Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan 

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang 

satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang 

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut 

Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

___________________ 
50

 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3. 
51

 Ibid., hlm. 11. 



42 
  

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.
52

 

2. Menurut Handri Raharjo; “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum 

di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum 

yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek 

hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu 

berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban 

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.
53

 

3. Menurut Salim H.S. adalah : “Perjanjian atau kontrak merupakan 

hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain 

dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas 

prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk 

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”. 
54

 

4. Menurut Abdulkadir Muhammad; “Perjanjian merupakan suatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.
55

 

5. Menurut R. M. Sudikno Mertokusumo; “Perjanjian merupakan hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum”.
56

 

6. Menurut R. Wirjono Projodikoro; “Perjanjian merupakan suatu perbuatan 

hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu 

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau 

untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu”.
57

 

 

2) Syarat sah terjadinya suatu perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

1. Kesepakatan (Toesteming) kedua belah pihak  

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud 

dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang 

atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena 

___________________ 
52

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1. 
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 Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42 
54

 H. Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 15-17. 
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 Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm. 224-225. 
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kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara 

terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: 

a. Bahasa yang sempurna dan tertulis; 

b. Bahasa yang sempurna secara lisan;  

c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena 

dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa 

yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; 

d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; 

e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Pada 

dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu 

dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan 

pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala 

timbul sengketa dikemudian hari. 
58

 

 

2. Kecakapan Bertindak 

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 

menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 

haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan 

perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, “Setiap 

orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-

undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan, 

bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu 

perjanjian adalah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa;  

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan  

c. Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan 

perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

___________________ 
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Sedangkan pada buku III KUH Perdata Tentang Perikatan tidak 

menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur 

ditemukan dalam Buku I KUH Perdata Tentang Orang. Berdasarkan Buku I 

KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 

tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum 

perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan 

kedewasaan.  Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam 

hukum perorangan atau hukum keluarga.
59

 

Kemudian belakangan ini pengaturan mengenai batas kedewasaan juga 

ditemukan dalam  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasarkan undang-

undang   Perkawinan. Ketentuan   Pasal   47 Undang-undang   Nomor   1   Tahun   

1974   secara   tidak   langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika 

menetapkan anak  yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum 

melangsungkan perkawinan ada dibawah pengawasan orang tua mereka. 

Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali 

sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
60

 

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah;  

___________________ 
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b. Cakap melakukan perbuatan hukum.  

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat 

tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan 

tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya 

dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum. 

3. Adanya Objek Perjanjian 

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan kreditur. 

Prestasi terdiri dari atas perbuatan positif dan negatif.  

Prestasi terdiri atas: 

a. Memberikan sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu;  

c. Tidak berbuat sesuatu. 
61

 

4. Adanya Kausa yang Halal 

Hoge Raad mengartikan orzaak (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang 

menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang 

menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku  samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban 

dan kesusilaan.
62

 

Beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang, 

yaitu : 

___________________ 
61
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a.  Pasal 1335 KUH Perdata dinyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau 

suatu telah dibuat karena suatu sebab  yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan”. 

b.  Pasal  1337  KUH  Perdata  dinyatakan  “Pasal  ini  pada  dasarnya  hanya 

mempertegas kembali mengenai salah satu syarat objektif dari keabsahan 

perjanjian,  yaitu  mengenai  sebab  yang  halal  dimana  apabila  suatu 

perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum,  maka perjanjian  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  yang 

lazim disebut batal demi hukum”. 

3) Definisi Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Yunani Credere yang berarti kepercayaan atau 

dalam bahasa Latin Creditium yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam 

bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar 

cicilan atau angsuran di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran di kemudian 

hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di 

kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya 

kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang 

maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan 

metode angsuran atau cicilan tertentu.
63

 

___________________ 
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Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

memberi definisi kredit sebagai berikut:
64

 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak aling mempercayai, yaitu bahwa 

kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dari pengertian tentang kredit yang telah disebutkan, maka kredit 

merupakan perjanjian  pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak 

kreditur sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai peminjam dan 

pengembalian tersebut berdasarkan dengan jangka waktu dan disertai dengan 

bunga yang telah ditentukan. Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang kredit 

yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa unsur kredit yang 

terkandung, yaitu:
65

 

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan 

datang; 

2. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

___________________ 
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datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian agio dari uang. 

Yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan 

diterima pada masa yang akan datang; 

3. Degree of risk yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai 

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. 

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat riikonya. 

Karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan 

itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya suatu risiko. Dengan 

adanya unsur risiko inilah maka timbul suatu jaminan dalam pemberian 

kredit; 

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 

modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi 

kredit yang menyangkut uang lah yang sering digunakan dalam praktek 

perkreditan.  

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya 

suatu perjanjian kredit adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit 

diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain.  
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Berdasarkan dari pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, maka terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam kredit, yaitu 

pihak yang meminjam disebut debitur, dan pihak yang mempunyai dana disebut 

kreditur. Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 11 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah tersebut diatas, 

suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan 

sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni:
66

 

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

yang dilakukan oleh bank. 

Bank adalah penyediaan dana dengan menyetujui pemberian sejumlah 

dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. 

Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang 

dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi 

bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan letter of credit (LC).  

2. Adanya pesetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  

perusahaan dengan pihak lain. 

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam 

bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis 

___________________ 
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perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum 

positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam 

ketentuan-ketentuan KUH Perdata, buku ke-III Tentang Perikatan, dan 

Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman 

klausul baku dalam perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam uang antara 

perusahaan dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat 

perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. 

Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku (antara lain memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) 

merupakan undang-undang bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 

KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi pihak yang berjanji. 

3. Adanya kewajiban melunasi hutang.  

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam 

wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit 

oleh perusahaan kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur 

wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah disepekati, yang biasanya terdapat dalam 

ketentuan pejanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan 

suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan 

adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur. 

4. Adanya jangka waktu tertentu.  
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Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu 

tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan 

debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban 

bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukan kesempatan 

dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu tersebut dapat 

disimpulkan bahwa jangka aktu kredit harus ditetapkan secara tegas 

karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

5. Adanya pemberian bunga kredit.  

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu pinjaman uang ditetapkan adanya 

pemberian bunga. Perusahaan menetapkan suku bunga atas pinjaman 

uang yang diberikannya. Suka bunga merupakan harga atas uang yang 

dipinjamkan dan disetujui perusahaan kepada debitur. Namun, sering pula 

disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang perusahaan oleh debitur. 

Sepanjang terhadap bunga kredit yang  ditetapkan dalam perjanjian kredit 

dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang utama bagi perusahaan. 

 

4) Definisi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan 

kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah 

satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Namun dalam 

kenyataannya tidak sealu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada 

suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit melakukan 
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wanprestasi sehingga pihak perusahaan mengalami kesulitan untuk meminta 

angsuran pengembalian kredit tersebut.
67

 

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit 

tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 

1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga.
68

 Berdasarkan pengertian tersebut, 

perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara 

perusahaan sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan 

debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian kredit 

yang lebih lengkap, diantaranya : 

1. Menurut Marhainis Abdul Hay; “Perjanjian kredit adalah identik dengan 

perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari 

Buku III KUH Perdata”.
69

 

2. Menurut Gatot Supramono; “Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam 

mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya 

terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek 

perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara 

khusus diatur oleh Undang-undang Tentang Perbankan”.
70

 

3. Menurut Remy Sjahdeini; “Perjanjian kredit memiliki pengertian secara 

khusus, yaitu suatu perjanjian antara perusahaan sebagai kreditur dengan 

___________________ 
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konsumen sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuntungan”.
71

 

 

5) Prinsip Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Debitur 

Debitur merupakan pihak yang berutang ke pihak lain, dengan menerima 

sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa 

yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau 

agunan dari pihak debitur. 

2. Prinsip mengenai debitur dan kreditur 

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu 

perusahaan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit 

dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5C yaitu:
72

 

a. Character  

Charter dalam hal ini bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan 

sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debitur untuk 

memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh 

oleh perusahaan melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-

usaha yang sejenis.  

b. Capacity  

___________________ 
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Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola 

kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga 

usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang 

menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka 

watu yang telah ditentukan. 

c. Capital 

Capital dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian 

terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah 

semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan 

kepada sebagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, 

sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. 

d. Colleaterall 

Colleaterall dalam hal ini merupakan jaminan untuk persetujuan 

pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan (back up) atas risiko yang 

mungkin terjadi atas wansprestasinya debitur di kemudian hari, misalnya terjadi 

kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik 

utang pokok maupun bunganya. 

 

 

e. Condition Of Economy 

Condition Of Economy dalam pemberian kredit oleh perusahaan, kondisi 

ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu 
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memperoleh perhatian dari perusahaan untuk memperkecil risiko yang mungkin 

terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. 

Disamping menggunakan prinsip kreditur dalam pemberian kredit di atas, 

bank dalam memberikan kreditur juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:
73

 

a. Return (Hasil yang Diperoleh)  

Return merupakan hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini ketika 

kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya 

perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, 

ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti 

untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.  

b. Repayment (Pembayaran Kembali)  

Repayment merupakan kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja 

juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut macth 

dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu, ini 

juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.  

 

 

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)  

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya 

kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal 

___________________ 
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untuk antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menimbulkan kredit 

macet. 

3. Macam-Macam Kredit 

Munir Fuady menggolongkan kredit dalam beberapa penggolongan sebagai 

berikut:
74

 

a. Berdasarkan Jangka Waktu  

1) Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 

(satu) tahun;  

2) Kredit Jangka Menengah, kredit yang mempunyai jangka waktu antar 1 

(satu) sampai 3 (tiga) tahun;  

3) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang berjangka waktu di atas 3 

(tiga) tahun.  

  

b. Berdasarkan Dokumentasi  

1) Kredit dengan perjanjian kredit tertulis;  

2) Kredit tanpa surat perjanjian kredit.  

 

c. Berdasarkan Kolektibilitas  

1) Kredit Lancar;  

2) Kredit Kurang Lancar;  

3) Kredit di Ragukan;  

4) Kredit Macet.  

 

d. Berdasarkan Bidang Ekonomi  

1) Kredit untuk sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian;  

2) Sektor Pertambangang;  

3) Sektor Perindustrian;  

4) Sektor Listrik, gas, dan air;  

5) Sektor Kontruksi;  

6) Sektor Perdagangan, restoran dan hotel;  

7) Sektor Pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi;  

8) Sektor Jasa;  

9) Kredit untuk sektor-sektor lain-lain.  

 

 

e. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya  

1) Kredit konsumtif, yang diberikan kepada debitur kepada debitur untuk 

keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, perumahan, pemberian alat-alat 

rumah tangga dan lain-lain;  

___________________ 
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 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 15-

20. 
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2)  Kredit produktif, terdiri dari: 

(a) Kredit investasi, yang di peruntukan untuk membeli barang modal atau 

barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin dan lain-lain; 

(b) Kredit modal kerja, untuk membiayai pembelian modal lancar seperti 

barang dagangan, bahan baku dan sebagainya; 

(c) Kredit likuidasi, diberikan untuk membantu perusahaanyang kesulitan 

likuiditasf. Berdasarkan Objek yang di Transfer 

1) Kredit uang, di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam     

bentuk uang; 

 2) Kredit bukan uang, di mana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa                                                 

serta pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang. 

 

g. Berdasarkan Waktu Pencairannya 

1) Kredit Tunai; dan 

2) Kredit Tidak Tunai.  

 

h. Berdasarkan Waktu Penarikannya 

1) Kredit sekali jadi; 

2) Kredit rekening koran; 

3) Kredit berulang-ulang; 

4) Kredit bertahap; 

5) Kredit tiap transaksi. 

 

i. Di lihat dari Pihak Krediturnya 

1) Kredit terorganisasi, yang diberikan kepada badan-badan yang terorganisir      

secara legal misalnya koperasi, bank, dan sebagainya; 

2)Kredit tidak terorgansasi, kredit yang diberikan oleh seorang atau  

sekelompok orang-orang ataupun badan yang tidak resmi untuk memberi 

kredit: seperti kredit renternir, kredit penjual, kredit pembeli. 

 

j. Berdasarkan Negara Asal Kreditur 

1) Kredit Domestik; 

2) Kredit Luar Negeri.  

 

k. Berdasarkan Jumlah Kreditur 

1) Kredit dengan kreditur tunggal, merupakan krediturnya hanya satu orang 

atau    satu badan hukum saja; 

2) Kredit sindikasi, kerdit di mana pihak krediturnya terdiri dari beberapa 

badan hukum. 

 

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Gambaran PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan 
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Secara umum, PT. BFI Finance salah satu perusahaan pembiayaan terlama 

di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang 

Bursa Efek Indonesia atau BEI). BFI Finance melakukan penawaran umum 

perdana pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Setelah menjalankan proses 

restrukturisasi utang akibat krisis keuangan 1998, BFI Finance secara resmi 

berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada 2001.
75

 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan merupakan perusahaan 

pembiayaan yang berada di Riau, tepatnya di Pangkalan kerinci Kabupaten 

Pelalawan. Perusahaan pembiayaan ini berdiri pada tahun 2005. PT. BFI Finance 

adalah salah satu perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia sekaligus menjadi 

perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang disebut Bursa Efek Indonesia atau 

“BEI”).  

Kegiatan usaha pada PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pada 

dasarnya memiliki tiga jenis pembiayaan. Pertama; pembiayaan modal kerja, 

multiguna dan investasi yang ditujukan untuk kebutuhan produktif seperti modal 

kerja, pengembangan usaha dan investasi, maupun untuk kebutuhan konsumtif 

seperti biaya renovasi rumah dan lain sebagainya. Kedua; pembiayaan sales dan 

lease back yang ditujukan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru 

maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat 

industri seperti berbagai jenis truk, excafator, crane, bulldozer, forklift, mesin 

cetak, mesin industri maupun alat kesehatan. Ketiga; pembiayaan tanpa agunan 

___________________ 
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untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2017, BFI Finance 

membentuk Unit Syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan juga menawarkan suku bunga 

yang kecil, serta telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian, 

konsumen dapat bertransaksi secara aman dan legal.  Dana yang diperoleh dari 

hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan 

digunakan  seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal 

kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki 

perusahaan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. Perusahaan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala 

kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015 

Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 

Pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum ini akan mengikuti 

ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi perusahaan PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan adalah menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya 

yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun 

misi yang diemban oleh perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

diantaranya adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif 

kepada konsumen perusahaan.  

Struktur Organisasi 

Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 
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A. Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap wanprestasi 

perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut UU 

Perbankan) 

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 

Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang 

dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.
76

 Contoh 

mengenai akibat hukum yang terjadi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur, yang merupakan 

akibat dari perbuatan hukum dengan melakukan kredit berupa pinjam-meminjam 

uang.  

Dengan demikian baik kreditur maupun debitur harus mematuhi isi dari 

perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah 

disepakati maka pihak yang telah wanprestasi tersebut dapat diminta 

pertanggungjawaban.  

Pinjam-meminjam di perusahaan PT. BFI Financee Tbk, Cabang 

Pelalawan sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk 

membayar atau melunasi semua utangnya. Adanya wanprestasi tentunya sangat 

merugikan pihak perusahaan. Kerugian tersebut disebabkan karena dana yang 

telah dipinjam kepada perusahaan tidak dapat dikembalikan baik sebagian 

ataupun seluruhnya. 

___________________ 
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 Soeroso, R., SH., Op-Cit, hlm 295. 
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Dasar hukum wanprestasi, yaitu Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan 

bahwa “Peminjam dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta 

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila 

perikatan ini mengakibatkan peminjam harus dianggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang ditentukan”.  

Pada Pasal 1243 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Penggantian biaya, 

kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, 

bila peminjam walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya 

dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan.  

Dalam Pasal 1883 KUH Perdata, adapun bentuk pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan debitur terhadap suatu perjanjian, yakni tidak 

melakukan kewajibannya dapat berupa: 

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah); 

3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; 

4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Berdasarkan hal tersebut apabila pihak debitur tidak memenuhi atau tidak 

melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati maka dapat dikatakan telah 

melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum 

terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap 
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timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 

wanprestasi agar memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan 

agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Sebab 

dalam melakukan suatu perjanjian kreditur dengan itikad baik memberikan 

pinjaman kepada debitur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. 

Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak 

tepat waktu atau tidak sama sekali menjalankan kewajiban yang telah disepakati, 

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa 

“segala kebendaan si peminjam, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Dalam ketentuan tersebut 

memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil 

penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur. Dengan kata lain, bahwa 

semua benda yang dimiliki oleh debitur akan menjadi jaminan. 

Maka dari itu kreditur berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan 

yang dimaksud adalah perlindungan untuk mendapatkan kembali uang yang 

telah dipinjam oleh debitur. Sebagaimana dengan memberi hukuman debitur 

agar mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh kreditur sebagaimana yang 

disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Kreditur 

juga dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan 

wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata dinyatakan 

bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia 
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akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan 

bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua 

kemungkinan agar ia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut 

dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan 

atau menuntut pembatalan perjanjian. Pilihan tersebut dapat disertai ganti 

kerugian (biaya, rugi dan bunga). 

Ada empat akibat atau hukuman yang harus ditanggung apabila 

seseorang melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH 

Perdata); 

2. Pembatalan suatu perjanjian; 

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul 

setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan 

besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk 

berpegang pada keadaan memaksa; 

4. Membayar biaya perkara apabila sampai diselesaikan melalui jalur 

hukum.
77

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan pihak 

perusahaan, yang menjelaskan bahwa PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

merupakan perusahaan pembiayaan yang terletak diprovinsi Riau tepatnya di 

Kabupaten Pelalawan. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ini berdiri pada 

tahun 2005. Perusahaan ini juga sangat mematuhi Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-undang Tentang Perbankan) yang 

___________________ 
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menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Berdasarkan 

pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu: 

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; 

2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

perusahaan dengan pihak lain; 

3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam 

jangka waktu tertentu; 

4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. 
78

 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan senantiasa menerapkan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam 

setiap kegiatan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK 

Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Bagi Perusahaan 

Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan 

Tata Kelola Terbuka. Perusahaan menyusun pedoman tata kelola perusahaan 

yang baik untuk menjadi acuan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah 

dan karyawan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan. 

PT BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan telah dibuat berdasarkan Akta 

Notaris. Akibat hukum dari suatu perjanjian kredit yang tidak dibuat secara 

otentik ataupun tidak dilegalisasi oleh notaris mengakibatkan suatu perjanjian 

___________________ 
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tersebut menjadi perjanjian dibawah tangan. Akta dibawah tangan mempunyai 

kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian akta dibawah tangan 

harus didampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat 

bukti yang sempurna. 

Pemberian kredit kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan oleh pihak 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan tidak selalu berjalan dengan baik, 

karena perusahaan mengalami kesulitan saat meminta angsuran bulanan dari 

masyarakat yang mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB sepeda 

motor, karena kelalaian atau kesengajaan debitur yang terus menerus. Faktor 

utama terjadinya kredit macet yaitu karena pendapatan masyarakat. Sebagian 

masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, dan 

angsurannya. Umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya. 

Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena 

pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya. Pada 

tahun 2020 banyak terjadi kegagalan usaha masyarakat, terjadi musibah terhadap 

masyarakat dan usahanya, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya 

suku bunga kredit.  

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Daftar pekerjaan yang paling banyak melakukan perjanjian kredit 
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Di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

No. Kriteria Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. Pedagang 11 60% 

2. Buruh 6 25% 

3. Wiraswasta 2 10% 

4. PNS 1 5% 

 Jumlah 20 100% 

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) 

responden memiliki pekerjaan yang berbeda. 11 responden bekerja sebagai 

pedagang dengan persentase 60%, 6 responden bekerja sebagai buruh dengan 

persentase 25%, 2 responden bekerja sebagai wiraswasta dengan persentase 10% 

dan 1 responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase 

5%. Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing responden memiliki pendapatan 

yang berbeda-beda. Pendapatan tertinggi dari beberapa pekerjaan tersebut adalah 

bekerja sebagai wiraswasta dan pendapatan terendah bekerja sebagai pedagang. 

Karena pendapatan wiraswasta lebih terjamin ada setiap bulan dibandingkan 

dengan pedagang.  

Pekerjaan sebagai pedagang pada tabel diatas paling banyak yaitu 

pedagang kaki lima. Pendapatan pedagang kaki lima sangat minim dan sangat 

tidak menentu untuk didapatkan. Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai 

sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang 

publik, terutama dipinggir jalan. Dapat juga dikatakan menawarkan barang dan 

jasanya dari rumah kerumah. Karakteristik menurut jenis usaha dagangan dapat 

berpengaruh terhadap pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian di PT. BFI 
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Finance Tbk, Cabang Pelalawan jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa 

perorangan, seperti jual sarapan pagi, tukang pangkas rambut, tukang jahit 

sepatu, dan lain-lain. Sehingga dengan pendapatan yang minim tidak dapat 

menjamin masyarakat untuk membayar angsurannya tepat waktu.  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti pedagang perlu 

adanya modal usaha yang telah didapatkan dari PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan. modal usaha tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk 

meningkatkan pendapatan usaha kecil. Modal usaha digunakan oleh pedagang 

untuk membeli berbagai bahan dagangan dan juga pengolahannya. Dengan modal 

yang relatif besar maka akan memungkinkan para pedagang untuk menambah 

variasi dagangannya sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli ditempat 

tersebut. Hal ini akan meningkatkan pendapatan pedagang. Tetapi pada dasarnya 

masyarakat tidak mempergunakan pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya, dan 

tidak betanggung jawab atas angsuran kreditnya sehingga timbulah suatu keadaan 

dimana masyarakat wanprestasi. 

   Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat tergantung pada kemampuan 

keluarga dalam mengelola pendapatannya. Jaminan pokok utama dalam 

melakukan kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ialah suatu 

kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa pihak debitur tidak bisa bertanggung 

jawab atas utang-utangnya. Sedangkan jaminan pokok terhadap transaksi 

pembiayaan ialah sepeda motor. Berbanding terbalik dengan jaminan tambahan, 

biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan 

hutang dan asuransi.  
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Wanprestasi  yang sering terjadi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. 

Penanganan tersebut misalnya penarikan sepeda motor maupun penyelesaian 

secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda motor yang dijadikan 

barang jaminan. Kesalahan sering terjadi dikarenakan kelalaian dan juga 

kesengajaan. Kelalaian terjadi apabila debitur tidak menghendaki tetapi hanya 

mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan terjadi, sedangkan 

kesengajaan terjadi apabila perbuatan debitur memang diketahui dan dikehendaki 

(Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata). 

Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit pada PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan adalah: 

a. Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian; 

b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan; 

c. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan akan menjual jaminan 

tambahan debitur; 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah saudara selalu wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah 

ini: 

 

 

Tabel 3.2 

Apakah saudara selalu wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan ? 
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No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Iya, benar 20 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 20 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

 Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) 

responden atau 100% menjawab bahwa debitur iya benar selalu wanprestasi 

terhadap angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, sedangkan 

tidak ada responden menjawab bahwa debitur tidak benar wanprestasi terhadap 

angsuran kredit di PT. BFI finance Tbk, Cabang Pelalawan.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten 

Pelalawan yang bernama Bapak Ismail bahwa ia wanprestasi terhadap angsuran 

kreditnya di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Wanprestasi tersebut 

berupa keterlambatan membayar angsuran selama 2 (dua) bulan.
79

 

Dalam perjanjian kredit sudah tidak asing lagi dengan adanya 

keterlambatan membayar angsuran. Akibat dari masyarakat yang telah 

wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian berupa denda yang telah 

ditetapkan untuk setiap kali kelalaian serta pembayaran bunga atas keterlambatan 

pembayaran angsuran pada perjanjian kredit tersebut. Ketentuan tentang ganti rugi 

diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 

biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang 

nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala 

___________________ 
79

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang melakukan wanprestasi 

terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, pada tanggal 01 Oktober 

2021 
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kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang 

sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai 

uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya 

wanprestasi itu hanya dapat diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus 

diganti dengan cara lain. 
80

 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah karena faktor pemdapatan yang menyebabkan saudara wanprestasi 

terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu 

dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Apakah karena faktor pendapatan yang menyebabkan saudara wanprestasi 

terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Iya, benar 20 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 20 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar faktor pendapatan yang 

menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa faktor 

pendapatan tidak menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. 

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.  

___________________ 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten 

Pelalawan yang bernama Ibu Herna Wati yang menyatakan bahwa karena faktor 

pendapatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. 

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Ia selaku pedagang dengan pendapatan yang 

tidak menentu menyebabkan wanprestasi perjanjian kredit karena pendapatan 

yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya. 
81

 

Modal usaha sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pendapatan pedagang, biaya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para 

pedagang, jam kerja atau waktu buka usaha berdagang sangat berpengaruh 

terhadap pendapatan para pedagang. Maka dari itu penting seorang pedagang 

mengelola pendapatan nya. Seperti halnya yang dialami Ibu Herna Wati selaku 

pedagang jualan sarapan pagi yang telah berdagang selama 8 tahun, akan tetapi 

dengan waktu buka usaha dagangnya terlalu siang sehingga mempengaruhi 

pendapatan yang ia peroleh.  

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah menyelesaikan 

persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan. Untuk itu dapat dilihat 

jawabannya pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.4 

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah 

menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan? 

___________________ 
81

 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Herna Wati selaku masyarakat yang melakukan 

wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, pada tanggal 

07 Oktober 2021 
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No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Iya, pernah - - 

2. Tidak pernah 2 100% 

Jumlah 2 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa tidak pernah pihak pengadilan 

menyelesaikan persoalan tersebut. sedangkan tidak ada responden menjawab 

bahwa pernah pihak pengadilan menyelesaikan persoalan tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Darmanto Tobing yang menyatakan 

bahwa tidak pernah debitur menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada 

pihak pengadilan. Melainkan pada Tahun 2019 PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan hanya melakukan pemanggilan dikantor kepolisian setempat. 
82

 

Persoalan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan diselesaikan dengan cara non litigasi atau pendekatan 

musyawarah dengan masyarakat, karena masyarakat yang melakukan wanprestasi 

dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada 

saja masyarakat yang memiliki itikad yang tidak baik.  

 Ketika debitur terbukti akan membuat suatu perjanjian yang dilandasi atas 

itikad tidak baik maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Asas ini 

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus 

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 

___________________ 
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 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto Tobing selaku Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan pada tanggal 15 Oktober 2021 
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teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi 

dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif 

yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. 

Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta 

dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang 

objektif.
83

 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu 

akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. 

Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu 

akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-

menerus? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Iya, benar 2 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 2 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila 

masyarakat wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden menjawab 

bahwa tidak benar  pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu 

___________________ 
83

https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/diakses 

Tanggal 05 Agustus 2020 

https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/diakses


75 
  

memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-

menerus. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya 

benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-

akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus, dengan 

begitu masyarakat mendapatkan edukasi-edukasi pentingnya untuk menepatkan 

janji sesuai yang telah ditetapkan
84

 Tujuan ini sangat penting karena dapat 

menurunkan risiko terjadinya wanprestasi. Sehingga debitur dapat mengerti dan 

memahami apa saja akibat hukum yang bersumber dari wanprestasi perjanjian 

kredit tersebut.  

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan 

penarikan unit apabila terjadi wanprestasi. Untuk itu dapat dilihat jawabannya 

pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

Tabel 3.6 

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan 

penarikan unit apabila terjadi wanprestasi? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

___________________ 
84

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang 
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1. Iya, pernah 2 100% 

2. Tidak pernah - - 

Jumlah 2 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi wanprestasi, 

sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa tidak pernah pihak PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan penarikan unit apabila terjadi 

wanprestasi. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya 

pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan penarikan unit 

berupa kendaraan sepeda motor apabila terjadi wanprestasi dan itu selalu ada tiap 

bulannya. Karena perusahaan ini pada dasarnya berada dibawah payung hukum 

OJK dan terdapat perjanjian fidusia. 
85

 

Pada dasarnya benda yang dibebani jaminan fidusia secara fisik masih 

berada ditangan pemberi fidusia, namun untuk kepentingan dari hak-hak kreditur 

selaku penerima fidusia atas pemenuhan utangnya, maka Pasal 23 ayat (2) UUJF, 

dinyatakan: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 

menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang 

tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis telebih 

dahulu dari penerima fidusia”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama 

___________________ 
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benda yang tidak merupakan benda persediaan, mialnya mesin produksi, mobil, 

rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUJF) masih dibebani oleh jaminan fidusia, 

maka pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan 

tertulis dari penerima fidusia (kreditur).
86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Solusi Akibat Hukum Antara Kedua Belah Pihak Terhadap 

Wanprestasi Perjanjian Kredit Studi di PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan 

___________________ 
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Suatu akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit pasti akan 

menimbulkan berbagai macam solusi. Solusi adalah cara atau jalan yang 

digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya 

tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan 

solusi, dimana pihak yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya 

dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian 

kredit yang dilakukan oleh debitur tentunya pihak kreditur membuat suatu 

perjanjian yang dapat menjamin bahwa utang yang dipinjamkan dapat 

dikembalikan oleh debitur, maka dari itu sangat penting debitur memberikan 

barang jaminan kepada pihak kreditur.  

Perjanjian kredit menjelaskan bahwa peralihan hak kepemilikan barang 

terjadi pada saat dilakukan pelunasan harga barang sebelum berakhirnya waktu 

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Selama barang belum selesai masa 

kreditnya, maka barang yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda motor tetap 

berstatus barang sewa, walaupun surat dan Bukti Pemilikan Kedaraan Bermotor 

(BPKB) menagatas namakan si debitur, sehingga status debitur adalah penyewa. 

Tetapi dalam perjanjian disebutkan juga apabila lunasnya pembayaran angsuran 

sewa beli seluruhnya, maka akan menjadi pemilik sepenuhnya. 
87

 

Penyelesaian  wanprestasi  perjanjian  kredit dapat  dilakukan dengan dua 

cara penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) 

dapat juga  diselesaikan  diluar  pengadilan  (non  litigasi)  yakni  penyelesaian  

sengketa dengan cara  arbitrase,  mediasi,  konsultasi,  negosiasi,  konsiliasi,  dan 

___________________ 
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penilaian  ahli.
88

 Penyelesaian wanprestasi pada  PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan dilakukan dengan cara non  litigasi. Artinya dilakukan dengan cara 

pendekatan  atau musyawarah antara PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

dengan masyarakat Kabupaten Pelalawan, karena masyarakat Kabupaten 

Pelalawan  yang   melakukan   wanprestasi dianggap cukup  kooperatif  dalam  

menyelesaikan  permasalahannya  walaupun  ada  saja beberapa debitur  yang 

memiliki itikad yang tidak baik.  

Non litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, 

non litigasi ini ditempuh agar pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan titik 

temu yang adil, sehingga penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan dengan 

lebih cepat, efisien dan terjamin kerahasiaannya, sehingga meminimalisir 

rusaknya citra perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.  

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat 

dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian terdapat asas 

pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya 

seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian 

debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak 

mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan 

wanprestasi namun debitur tersebut menunjukan itikad baik kepada kreditur 

dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara 

musyawarah atau kekeluargaan.  

___________________ 
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Untuk mempermudah pembayaran angsuran kredit di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan yaitu dengan mempertimbangkan antara pendapatan, 

biaya hidup dan angsurannya. Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat 

tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatannya. Selain 

itu, pengalaman kerja seseorang juga mempengaruhi pendapatan tersebut, 

semakin bagus pengalaman kerja seseorang maka pendapatannya pun juga akan 

meningkat. Usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan 

dengan cara pemberantasan kemiskinan yaitu memupuk masyarakat dengan 

cara pemenuhan modal kerja. ketepatan dalam penggunaan modal kerja 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai 

dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat 

dapat terwujud dengan baik. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk 

memperbesar pendapatan, anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari 

sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatan 

bertambah”.
89

 Hal ini mengakibatkan campur aduk dengan penerapan hukum, 

diantaranya permasalahan wanprestasi yang patut diselesaikan melalui metode 

hukum perjanjian mulai dialihkan melalui penyelesaian metode hukum 

kepailitan, karena pada dasarnya wanprestasi dianggap sebagai hutang dalam 

hukum kepailitan. 

Pada tahun 2019 pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah 

melakukan pemanggilan terhadap debitur yang wanprestasi kredit di kantor 

kepolisian pelalawan,  walaupun belum ada pihak pengadilan yang menyelesaikan 

___________________ 
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persoalan tersebut. Solusi akibat hukum antara kedua belah pihak terhadap 

wanprestasi perjnajian kredit tersebut antara lain: 

a. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan memberikan teguran secara lisan 

atau pembinaan kepada debitur yang wanprestasi dengan cara melakukan 

kunjungan rutin; 

b. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan rescheduling atau 

penjadwalan kembali dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu 

kredit. Debitur diberikan keringatan dalam masalah jangka waktu kredit 

sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk melunasi angsurannya; 

c. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan reconditioning atau 

persyaratan kembali dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada 

seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku 

bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta 

pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar 

lagi kredit tersebut sampai selesai. 

d. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan eksekusi terhadap 

jaminan debitur yang wanprestasi, penyitaan jaminan disini merupakan 

jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad 

baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.  

Kebijaksanaan yang diambil oleh PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

merupakan hal yang sesuai dengan hati nurani, karena musyawarah adalah 

alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun apabila benar-benar 

tidak ada itikad baik dan berlaku curang terus-menerus, maka selanjutnya pihak 

pengadilan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.  
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Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah saudara tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah disampaikan 

pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat 

jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.7 

Apakah saudara tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah 

disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah persentase 

1. Iya, benar 10 50% 

2. Tidak benar 10 50% 

Jumlah 20 100% 

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

 Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) 

responden atau 50% menjawab bahwa masyarakat tidak menghiraukan sama 

sekali teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan, dan sebanyak 10 (sepuluh) responden atau 50% menjawab bahwa 

masyarakat menghiraukan teguran yang telah disampaikan pihak PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten 

Pelalawan yang bernama Ibu Sukma Fitri yang menyatakan bahwa ia dengan 

keadaan terpaksa tidak menghiraukan teguran yang telah disampaikan oleh pihak 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, karena ia benar-benar tidak ada biaya  

untuk membayar angsuran kreditnya.
90

 

___________________ 
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 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sukma Fitri selaku masyarakat yang melakukan 

wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, Pada tanggal  

29 Oktober 2021 
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Dalam doktrin dan yurisprudensi, teguran tersebut dikenal dengan somasi. 

Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa 

debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi 

mulai beraku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka 

terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.
91

 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi 

mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-

menerus. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8 

Apakah saudara selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang 

didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Iya, benar 20 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 20 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat 

apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden 

menjawab bahwa tidak benar  pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat 

wanprestasi terus-menerus. 

___________________ 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya 

benar PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai 

akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus
92

 

Tujuan ini sangat penting karena dapat menurunkan risiko terjadinya wanprestasi. 

Sehingga debitur dapat mengelola pendapatannya dan memahami apa saja akibat 

hukum yang didapat dari wanprestasi perjanjian kredit tersebut.  

Apabila edukasi tersebut tidak diindahkan, maka akibat hukum pendapatan 

masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit tersebut akan terus berlanjut. 

Akibat debitur tidak dapat membayar lunas utangnya maka menjadikan perjalanan 

kredit terhenti atau macet yang disebut dengan kredit macet. Kredit macet yaitu 

keadaan dimana debitur tidak mampu membayar lunas kreditnya tepat pada waktu 

yang telah ditetapkan. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut 

wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit 

merupakan perjanjian pinjam-meminjam maka debitur yang tidak membayar 

lunas hutangnya setelah perjanjian berakhir adalah wanprestasi. 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi 

kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. Untuk itu dapat 

dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.9 

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi 

solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus? 

___________________ 
92

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021 
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No. Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Iya, benar 2 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 2 Orang 100% 

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan selalu memberi solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi 

wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa tidak 

benar  pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi 

kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya 

benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi solusi 

kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. Karena dengan 

solusi-solusi yang diberikan mempermudah masyarakat untuk membayar 

angsurannya, seperti menurunkan suku bunga maupun perpanjangan masa 

kreditnya.
93

 

Walaupun telah diberikan perpanjangan kredit tidak menutupi 

kemungkinan bahwa kredit akan macet. Dengan kata lain debitur tidak berhasil 

memperbaiki, memperluas atau mengembangkan usahanya kembali setelah 

diberikan kesempatan oleh perusahaan. Oleh karena itu apabila debitur tetap 

wanprestasi akan diambil tindakan hukum oleh perusahaan sebagai berikut: 

___________________ 
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 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021 



86 
  

1. Tuntutan ganti rugi 

Ketentuan ganti kerugian dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1243 sampai 

Pasal 1252 KUH Perdata. Dari pasal-pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud ganti rugi adalah saksi yang dapat dibebankan kepada debitur 

yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan pengganti 

biaya, rugi dan bunga. 

2. Eksekusi atas barang jaminan 

Bila mana penarikan kembali kredit macet melalui tindakan hukum tuntutan ganti 

kerugian tidak membawa hasil, maka cara lain yang dilakukan oleh perusahaan 

yaitu: 

a. Eksekusi jaminan fidusia 

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai 34 Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan 

eksekusi fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. 

 

 

b. Eksekusi hak tanggungan 

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 21 Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996, latar belakang lahirnya eksekusi ini adalah 

disebabkan pemberian hak tanggungan atau debitur tidak melaksanakan 
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prestasinya sebagaimana mestinya, walaupun yang bersangkutan telah 

diberikan perpanjangan kredit oleh debitur. 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah solusi reconditioning atau persyaratan kembali dapat membantu saudara 

membayar angsuran kredit. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.10 

Apakah solusi reconditioning atau persyaratan kembali dapat membantu 

saudara membayar angsuran kreditnya? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah persentase 

1. Iya, benar 20 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 20 100% 

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar solusi reconditioning/ 

persyaratan kembali dapat membantu masyarakat membayar angsuran kreditnya. 

Sedangkan tidak ada responden yang menjawab bahwa tidak benar solusi 

reconditioning/ persyaratan kembali dapat membantu masyarakat membayar 

angsuran kreditnya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten 

Pelalawan yang bernama Bapak Eko Sukini yang menyatakan bahwa iya benar 

dengan adanya solusi reconditioning atau persyaratan kembali dapat membantu 

masyarakat membayar angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan. karena solusi reconditioning atau persyaratan kembali dengan cara 
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mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penurunan suku bunga yang 

bertujuan agar lebih meringankan beban masyarakat, serta pembebasan bunga 

dengan pertimbangan masyarakat akan mampu membayar lagi kredit tersebut 

sampai selesai.
94

 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin memberi 

solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap perjanjian 

kredit. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.11 

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin 

memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi 

terhadap perjanjian kreditnya? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah persentase 

1. Iya, benar 2 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 2 100% 

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat 

yang wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya. Sedangkan tidak ada responden 

yang menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi 

terhadap perjanjian kreditnya. 

___________________ 
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 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Eko Sukini selaku masyarakat yang melakukan 

wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, Pada tanggal 4 

November 2021 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Darmanto Tobing yang menyatakan 

bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin 

memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap 

perjanjian kreditnya. Tetapi terkadang masyarakat tidak memperdulikan hal itu 

dan tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap pihak perusahaan.
95

 

Ketika debitur terbukti akan membuat suatu perjanjian yang dilandasi atas 

itikad tidak baik maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Asas ini 

merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus 

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang 

teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi 

dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif 

yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. 

Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta 

dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang 

objektif.
96

 

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang 

apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan 

masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. Untuk itu dapat 

dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.12 

___________________ 
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 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto Tobing selaku Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan pada tanggal 6 November 2021 
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Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang 

jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit? 

No. Jawaban Kuesioner Jumlah persentase 

1. Iya, benar 2 100% 

2. Tidak benar - - 

Jumlah 2 100% 

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020 

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 (dua) 

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan menyita barang jaminan masyarakat yang disebabkan karena 

wanprestasi perjanjian kredit. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab 

bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang 

jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya 

benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang jaminan 

masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. Tujuan sita 

jaminan tersebut yaitu untu menghindari masyarakat yang tidak beritikad baik, 

seperti mengalihkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan kepada pihak 

lain.
97

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini, antara lain : 

___________________ 
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1. Setiap perjanjian kedit sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan 

debitur untuk membayar angsurannya, dan dapat dikatakan telah 

wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang 

melakukannya, karena itu baik kreditur maupun debitur harus mematuhi 

isi dari perjanjian tersebut. Akibat hukum pendapatan masyarakat 

terhadap wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan antara lain; debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, 

jaminan debitur akan disita oleh pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan dan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan akan menjual 

jaminan tambahan debitur. 

2. Solusi akibat hukum dari pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi 

perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan antara lain; 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan memberikan teguran secara lisan 

kepada debitur yang wanprestasi, PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan memberikan surat peringatan paling banyak sebanyak tiga kali 

apabila teguran lisan tidak dihiraukan, PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan melakukan reconditioning atau penyelesaian kembali 

mengenai sebagian syarat-syarat dari perjanjian kredit dan PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan eksekusi terhadap jaminan 

debitur yang wanprestasi, dimana jaminan tersebut akan disita dan 

kemudian dijual. 

 

B. Saran 

Ada beberapa saran dari penelitian ini, antara lain : 
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1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti adanya 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebelum melakukan 

perjanjian pihak perusahaan harus lebih hati-hati dan teliti dalam 

memeriksa serta menilai calon debitur maupun kendaraan sepeda motor 

yang dijadikan barang jaminan. 

2. Bagi debitur yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian agar 

memenuhi hak dan kewajibannya. Hendaknya tidak berbuat curang dalam 

menjalankan perjanjian kreditnya, agar tidak ada yang merasa dirugikan 

dan dapat melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan 

sebelumnya.  
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AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP 

WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK, 

CABANG PELALAWAN) 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit 

(Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan). oleh karena itu, dengan 

hormat dan kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas 

kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama   : Herna Wati 

Usia   : 42 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Pedagang 

 

                                                                        

DAFTAR KUESIONER 

Mohon untuk memberikan tanda (v) pada setiap pernyataan yang Anda pilih. 

Keterangan: 

SS= Sangat Setuju 

S= Setuju 

N= Netral 

TS= Tidak Setuju 

STS= Sangat Tidak Setuju 

 

 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Masyarakat Kabupaten Pelalawan tidak 

pernah wanprestasi terhadap perjanjian 
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kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan 

2. Masyarakat Kabupaten Pelalawan 

diminta ganti kerugian saat wanprestasi 

perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, 

Cabang Pelalawan 

     

3. Somasi selalu diberikan kepada 

masyarakat Kabupaten Pelalawan apabila 

melakukan wanprestasi perjanjian kredit 

di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan 

     

4. Penarikan unit sepeda motor akan terjadi 

apabila masyarakat Kabupaten Pelalawan 

terus-menerus wanprestasi terhadap 

perjanjian kreditnya 

     

5. Faktor pendapatan masyarakat yang tidak 

menentu menyebabkan terjadinya kredit 

macet di PT. BFI Financ Tbk, Cabang 

Pelalawan 

     

6. Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang 

melakukan wanprestasi selalu 

diselesaikan kepada pihak pengadilan 

     

7. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

selalu memberi solusi kepada masyarakat 

supaya tidak terjadi kredit macet di PT. 

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

     

8. Masyarakat Pelalawan lebih 

mementingkan biaya hidup dibandingkan 

dengan angsuran kreditnya di PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

     

 

 

 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 
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AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP 

WAPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK, 

CABANG PELALAWAN) 

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit 

(Studi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan). oleh karena itu, dengan 

hormat dan kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas 

kesediaan dan patisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya 

ucapkan terima kasih. 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama   : Darmanto Tobing 

Usia   : 41 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Jabatan  : Branch Operation & Service Head PT. BFI Finance Tbk,   

 Cabang Pelalawan 

 

DAFTAR KUESIONER 

Mohon untuk memberikan tanda (v) pada setiap pernyataan yang Anda pilih. 

Keterangan: 

SS= Sangat Setuju 

S= Setuju 

N= Netral 

TS= Tidak Setuju 

STS= Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Selalu terjadi wanprestasi perjanjian 

kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 
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Pelalawan setiap bulannya 

2. Wanprestasi  perjanjian kredit di PT. 

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

diselesaikan secara litigasi 

     

3. Di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan menerapkan sistem sita 

jaminan sebagai bukti akibat hukum 

perjanjian kredit 

     

4. Kendala terbesar terjadinya kredit 

macet di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan karena pendapatan yang 

minim 

     

5. Debitur tidak dikenakan ganti kerugian 

apabila wanprestasi perjanjian kredit di 

PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan 

     

6. PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan selalu memeriksa dan 

meneliti calon debitur sebelum 

melakukan perjanjian kredit supaya 

tidak terjadi kerugian antara kedua 

belah pihak 

     

7. Pendapatan masyarakat menengah 

kebawah saja yang melakukan 

perjanjian kredit di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan 

     

8. Masyarakat Kabupaten Pelalawan tidak 

paham akan pentingnya asas kemitraan 

pada saat melakukan perjanjian kredit 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR WAWANCARA 
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I. DENTITAS RESPONDEN 

 

Nama    : Darmanto Tobing 

Umur    : 41 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan Pekerjaan  : Branch Operation & Service head 

Alamat    : Jl. Pepaya Gg. Amanah, Pangkalan Kerinci 

 

Isilah kuesioner ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat 

menurutmu diantara 4 jawaban yang tersedia: 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN 

1. Apakah wanprestasi di PT BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan selalu 

terjadi setiap bulan? 

Jawaban: iya benar, wanprestasi selalu terjadi setiap bulan. 

2. Apakah persoalan wanprestasi tersebut pernah diselesaikan oleh pihak 

Pengadilan? 

Jawaban: persoalan tersebut tidak pernah diselesaikan oleh pihak 

Pengadilan, hanya saja pada tahun 2019 pernah dilakukan pemanggilan di 

Polda Riau. Dan diinstruksi untuk di mediasi saja. 

3. Apa yang dilakukan pihak PT. BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan untuk 

menghindari risiko munculnya kredit macet? 

Jawaban: pihak perusahaan perlu melakukan pengawasan untuk menilai 

kelayakan usaha dari pihak debitur, dengan tujuan supaya tidak merugikan 

pihak perusahaan. Sebab pendapatan terbesar pada perusahaan didapat dari 

kegiatan penyaluran kredit.   

4. Apakah benda jaminan yang diberikan debitur kepada pihak PT. BFI 

Finance Tbk, cabang Pelalawan? 

Jawaban: Jaminan tersebut berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor). Yang mana apabila selama hutang belum selesai maka barang 

yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda motor tetap berstatus barang 

sewa, walaupun BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut 

mengatas namakan debitur. Tetapi dalam perjanjian disebutkan juga 

apabila lunasnya pembayaran angsurannya, maka akan menjadi pemilik 

sepenuhnya.  

5. Apakah pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan menyita 

kendaraan sepeda motor kepada debitur yang telah wanprestasi? 

Jawaban: iya benar, pihak perusahaan tiap bulan selalu menarik 1 (satu) 

unit kendaraan sepeda motor. Karena pihak perusahaan masih berada 
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didalam payung hukum OJK dan adanya perjanjian fidusia. Terkadang 

konsumen tidak mengerti perjanjian fidusia itu seperti apa.  

6. Biasanya pekerjaan debitur apa yang sering wanprestasi di PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan? 

Jawaban: pedagang. Dan mereka juga bercerita langsung bahwasannya 

pendapatan yang tidak menentu itu tidak menjamin pembayaran angsuran 

tersebut lancar sehingga terjadilah wanprestasi.  

7. Apa harapan PT. BFI Financ Tbk, Cabang Pelalawan terhadap debitur 

supaya tidak terjadi wanprestasi perjanjian kredit? 

Jawaban: kuncinya yaitu itikad baik. Pada saat melakukan suatu 

perjanjian, debitur harus bertanggung jawab atas janjinya serta tidak 

menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat 

menimbulkan kesulitan-kesulitan saat membayar angsuran. 

8. Apakah perjanjian di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan dilakukan 

secara tertulis? 

Jawaban: iya benar, supaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak 

dan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila terjadi persoalan 

dikemudian hari dengan debitur. 

9. Apa tindakan yang dilakukan pihak PT. BFI Finance, Cabang Pelalawam 

dalam menyelesaikan persoalan kredit macet di Kabupaten Pelalawan? 

Jawaban:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR WAWANCARA 

 

II. DENTITAS RESPONDEN 
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Nama    : Ismail 

Umur    : 54 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Jabatan Pekerjaan  : Buruh 

Alamat    : Jl. Lingkar Mas, Blok E 2, Pangkalan Kerinci 

 

Isilah kuesioner ini dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat 

menurutmu diantara 4 jawaban yang tersedia: 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN 

1. Apakah masyarakat tidak mempertimbangkan pendapatan dengan 

angsuran kreditnya? 

Jawaban: iya benar, karena pendapatan yang sedikit dan tidak menentu 

menyebabkan kesulitan saat membayar angsuran kredit di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan dan biaya untuk keperluan hidup juga banyak. 

Sehingga sulit untuk mempertimbangkan hal itu. 

2. Apakah yang masyarakat jadikan jaminan saat melakukan pengajuan 

pinjam-meminjam di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan? 

Jawaban: barang yang dijadikan jaminan berupa BPKB (Bukti 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 

3. Apakah sanksi yang diberikan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan 

apabila masyarakat wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya di PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan? 

Jawaban: sanksi yang diberikan berupa denda sebagai ganti kerugian, 

barang jaminan akan disita apabila sama sekali tidak memenuhi 

prestasinya. 

4. Apa alasan masyarakat melakukan pembiayaan kredit di PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan? 

Jawaban: karena PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan banyak 

menmberikan tawaran-tawaran menarik, seperti suku bunga yang kecil 

yang kelihatannya menguntungkan. 

5. Apa yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak dapat memenuhi 

prestasinya tehadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang 

Pelalawan? 

Jawaban: saya sebagai pedagang sering merasakan kegagalan dalam usaha 

seperti tidak adanya pembeli di usaha saya ini. Sehingga mengakibatkan 

saya tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. 
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6. Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk menurunkan tingkat 

wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan? 

Jawaban: meningkatkan pendapatan dengan cara mecari pekerjaan 

sampingan. 

7. Apakah perjanjian yang dilakukan masyarakat dengan PT. BFI Finance 

Tbk, Cabang Pelalawan berbentuk lisan saja? 

Jawaban: tidak hanya lisan, melainkan berbentuk tertulis juga. 

8. Apakah masyarakat pernah diberi solusi supaya tidak timbul akibat hukum 

antara kedua belah pihak terhadap wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI 

Finance Tbk, Cabang Pelalawan? 

Jawaban: pernah, yaitu memberi teguran secara lisan, dan diberitahu apa 

saja akibat yang akan terjadi apabila wanprestasi terus-menerus, seperti 

barang jaminan akan disita dan kemudian dijual. 

 

 

 

 


